BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR 0S TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

—
.

BUPATI JENEPONTO,

bahwa fungsi pupuk sangat penting dalam
peningkatan produktivitas komoditas pertanian
dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan
Nasional;

bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani
dalam  penerapan pemupukan berimbang
diperlukan adanya subsidi pupuk;

bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b di atas, perlu menetapkan Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di
Kabupaten Jeneponto;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1I di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);




10.

11

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentar;g
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5170);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24*:#,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 577 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang
Dalam Pengawasan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang
Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi
Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94/PMK.02/2011 tentang Tatacara Penyediaan
Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita
I:;Igg?ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat
dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Pupuk
Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 491);
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Memperhatikan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk
Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 664);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
122 /Permentan/SR.130/11/2013 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
82 /Permentan/OT.140/8/2013 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun
2013 Nomor 1055);

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan
Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64
Tahun 2014 Tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan di Kabupaten /Kota.

Kepala Dinas Kabupaten /Kota adalah Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan,
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota.
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Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah
harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di
Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah
biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang
diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang
ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan
ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura
dengan luasan tertentu.

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan
tertentu.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan
luasan tertentu.

Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang
dengan luasan tertentu.

Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang
berlaku.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai
kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya
pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas

usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan




lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau
kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.

24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya
disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk
bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan
areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan
petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan
berimbang spesifik lokasi.

25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya
disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam
pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur
untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.

26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan
Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

27.Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau
Kabupaten/Kota.

28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan
di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

30. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan

Kelautan di Provinsi atau Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak
yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua)
hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar
setiap musim tanam per keluarga;




(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) ltidak
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hor‘gku tura,
perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengap anjuran
pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan merr.lpertjmbangkan
usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten

kepada Kepala Dinas Provinsi;

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimfma dimaksud pada ayat
(1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub Sfektor, dan
sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub
sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat ditetapkan pada akhir Bulan Desember 2015.

Pasal 5

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub
sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
Kabupaten.

Pasal 6

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat  wajib
melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan
RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan
Pupuk di tingkat petani di wilayahnya.




Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud
4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan maka
wilayah, waktu dan sub

(1) Dalam hal kebutuhan

dalam Pasal 3, Pasal .
dapat dipenuhi melalui realokasi antar

sektor.

i i Provinsi Sulawesi
2) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah ] :
() Selatan lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan;

(3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih
lanjut ditetapkan oleh Bupati.

(4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota,
kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen
dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah
bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari
alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu)

tahun.

BAB III
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi
dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai
ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan Ntentang Pengadaan dan
Eenljar;{luran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang
erlaku;

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh

Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai
berikut :

a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini [V
berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
h_uruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi
di masing-masing wilayah;

c. penyalurap p.upuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai
dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu :

1. tepat jenis;

2. tepat jumlah;




3. tepat harga;
4. tepat tempat;
5. tepat waktu; dan

6. tepat mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke
petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam
pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(4) Optimalisasi ~ pemanfaatan Pupuk Bersubsidi  ditingkat
petani/kelompok  tani dilakukan melalui pendampingan
penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani
dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu
kesatuan dari KPPP di Kabupaten;

Pasal 10

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Penyalur di Lini Il dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin
ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun,
peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai
ketentuan yang berlaku;

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan
Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai
ketentuan yang berlaku;

Pasal 11
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi
sesuai HET,

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
d. Pupuk NPK Rp. 2.300; per kg; dan

non

e. Pupuk Organik Rp. 500; per kg;

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak,
petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea 50 kg;
b. Pupuk SP-36 50 kg;




c. Pupuk ZA = 50 kg;
d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
e. Pupuk Organik 40 kg.

I

Pasal 12

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna mc?rah, mudah
dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi
berwarna pink dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi
dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 14

(1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan
terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di
wilayahnya;

(2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Penyuluh Pertanian Lapangan.

Pasal 15

(1) KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan
pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
sekali dalam tiga bulan;

(2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Pupuk
Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas Provinsi
sekali dalam sebulan;




BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakuknya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 Tanggal 27 Januari 2014 Tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jeneponto.

9 Ditetapkan di Jeneponto
JA T ¢
BATAN SETDAJENEPONTD . - _ pada tanggal, 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN - Bo. Pant) BUPATIJENEPONTO,

KABAG . Huieum L f¥r-uy f/ /

<asubad fr-uu Q (e

3' . Crh ]’ E IKHSAN ISKANDAR
Diundangkan : di Jeneponto
Pada Tanggal ;14 Januart 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

MH.
Pangkat / : Pembina Utama Madya
Nip : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015 NOMOR .95




LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : OS TAHUN 2015
TANGGAL 1% Jawuavt 2015
REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
No Sub Sektor Rupuk (Ten) Ket
Urea SP.36 ZA NPK Organik
1. [Tanaman Pangan 16.300,00 802,00 2.880,00 3.270,00 357,00
2. |Hortikultura 514,00 43,00 290,00 | 65,00 10,00
3. |Perkebunan 3.944,00 168,00 - 1.102,00 537,00 30,00
4. |Perikanan 493,00 [ 42,00 - I - )
5. |Peternakan 516,00 45,00 28,00 28,00 10,00
Jumlah 21.767,00 1.100,00 4.300,00 3.900,00 407,00
JABATAN SETDA JENEPONTD BUPATI JENEPONTO,
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR OS TAHUN 2015
TANGGAL 12 Jdauuary 2015
REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
No Komoditi Popu (Ton) Ket
Urea SP.36 ZA NPK Organik
1. |Padi | 462000 207,90 924,00 1.110,00 141,00 )
_2 |Jagung | 10.800,00 486,00 1.890,00 2.160,00 216,00
_3. ~ |Kedelai B 100,00 18,00 - i i
4. |Kacang Tanah 30,00 4,50 - } )
| 5. |KacangHiau | 182,50 32,85 66,00 P :
__6-:‘1&2_1‘:&3’11_, 550,00 49,50 . - -
7. |Ubi Jalar 17,50 3,25 . _ ]
Jumlah 16.300,00 802,00 2.880,00 3.270,00 357,00
JABATAN SETDA JENEPONTO ~ BUPATI JENEPONTO,
SEKRETARIS DAERAH -
ASISTEN  Efo. feub _
KABAG . fitkuim & for-a IKSAN DAR

{asubd Per-LuR o i,
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR OS5 TAHUN 2015
TANGGAL 12 Jamwary 2015
REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
Komoditi : Padi
Sasaran Tanam Pupuk (Ton)
No Kecamatan (Ha) Urea SP.36 ZA NPK Organik Ket
1. |Binamu B 2280 | 456,00 | = 20,52 91,20 109,56 13,92
9. |Turatea 4.400 880,00 3960 | 176,00 | 211,43 26,86
3. |Tamalatea 805 161,00 | 725 32,20 38,68 4,91
" 4. |Bontoramba 2.955 501,00 | 2660 | 11820 141,99 1804 |
"5 |Batang 1.720 | 344,00 15,48 68,80 82,65 1050 |
| 6. |Tarowang 825 165,00 7,43 33,00 39,64 5,04
7. |Arungkeke 1670 | 33400 | 1503 66,80 80,25 1019 | |
8. |Kelara B 965 193,00 | 8,69 38,60 46,37 989
9. |Rumbia 1915 383,00 17,24 76,60 92,02 11,60 |
' 10. |Bangkala 1.735 | 347,00 | 1562 69,40 83,37 1050 | |
"11. |Bangkala Barat 3.830 766,00 34,47 153,20 184,04 23,37
Jumlah 23.100 4.620,00 207,90 924,00 1.110,00 141,00
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR ¢  TAHUN 2015
TANGGAL 12 Januav) 2015
REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
Komoditi : Jagung
ran T m P

No Kecamatan | % ?}:{1&) o Urea SP.36 upu;A(Ton} NPK Organik Ret
| 1. |Binamu 2.745 549,00 24,71 96,08 109,80 10,98 .

2. |Turatea B - 3.220 644,00 28,98 112,70 128,80 12,88
| 3. |Tamalatea 3.495 699,00 31,46 | 122,33 139,80 13,98

4. |Bontoramba ~ 5.470 1.094,00 49,23 191,45 218,80 21,88
5. |Batang 2.690 538,00 24,21 94,15 107,60 10,76 B

6. |Tarowang N 4.390 878,00 39,51 153,65 17560 | 1756 | |
7. |Arungkeke 960 192,00 [ 8,64 33,60 38,40 3,84 —
8. |Kelara 7.240 1.448,00 6516 | 25340 | 289,60 28,96 -
9. |Rumbia 4.475 895,00 40,28 156,63 179,00 17,90 B
_10. |Bangkala 10.515 2.103,00 | 9464 | 368,03 420,60 42,06 -

11. |Bangkala Barat 8.800 1.760,00 79,20 308,00 352,00 35,20

Jumlah 54.000 10.800,00 486,00 1.890,00 2.160,00 216,00
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR 0% TAHUN 2015

TANGGAL {2 JAnvaRi 2015

REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
- . Komoditi : Kedelai
asaran Tanam Pupuk (Ton)
No Kecamatan (Ha) Urea SP.36 ZA NPR Organik Ket

1. |Binamu k] - - - - "

2. |Turatea _ " - 1 - ] o - -
| 3. |Tamalatea 960 48,00 864 | - ] i o
4. |Bontoramba 315 15,75 | 2,84 ) - i
5. |Batang 2 . . y ] i
6. |Tarowang o - . - j I - - P
7. |Arungkeke - . - ) ) - -
8. |Kelara - T - 1 - ) ) N =
9. |Rumbia - 2 i ) . -
| 10. |Bangkala 395 19,75 3,56 - N _ T

11. |Bangkala Barat 330 16,50 2,97 - ; -
Jumlah 2.000 100,00 18,00 - , -
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 0s TAHUN 2015
TANGGAL 2 JANuary 2015
REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2015
Komoditi : Kacang Tanah
T
g Keennizian Sasar?}?a) e Urea SP.36 Pupuzlfq(Ton) NPK Organik s
1. |Binamu B = 8 S s E =
2. |Turatea 30 1,80 | 0,27 - . NI S S
3. |Tamalatea 5 0,30 0,05 - - - -
4. |Bontoramba « 1w - - L - - o
5. |Batang - 0,60 0,09 - - -
6. |Tarowang 40 - 2,40 ~ 0,36 - - _ -
7. |Arungkeke - - - 5 g g
| 8. |Kelara ) 35 2,10 0,32 - - - B
9. |Rumbia S 0,30 0,05 - - .
10. |Bangkala - 85 5,10 0,77 - - - -
11. |Bangkala Barat 290 17,40 2,61 - - -
Jumlah 500 30,00 4,50 - - -
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